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- U AT LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TER?ADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat 1.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
enang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Daerah  perlu  menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pendelepaszian  kewenangan Bupati di  Bidang Pelayanan
Perizinen dan non perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja,;

Undar g-Undang Nomor 6 Tahun 1991, tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat 1] Lamg:ung Barat {Lembaran Negara
Republil, Inderesia Tahun 1997 MNomor 64, Tambahan
Leomhyaren Negara Republik Indonesia Nomor 3452];

Hndar o-Tindang Nomor 25 Tohun 2007 tentang Ponanaman
nlecln, coembaran Megera Pepublih Indonesia Tahun 5t
Nomor o/, Tambaban Lembaran Negava Republik Indopess
Nomor ©724);

Undar g Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavican
Publiz lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200w
WNono, 312, Tambalian Lembaran Negiara Republik Indon s
slomoe 381

L
Vhaerd U ombar e Negara Repuobd hdonesin Tahun
soro. L4, Tambahun Lembaran i\%ew'u‘a Republik lz"‘d{}mfs:m
f\:’(}z;ssw BT sebagaimana telah diubah beberapa kali lerakhr
dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 {Lemba an
Negars. fepublik Indonesia Tehun 2015 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Kepubhk Indonesic Nomor 4844) Tahun 2004
Nomor 3+, Tambahan bLembaran Negara Republik Indonrs™
Nowno: ~nT79);

ncday - dindang Nomor 23 Tahun '210]-‘4 entang Perr‘mmia an
. - G “i

+

Peratuiran Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Poelakenn an Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Polaverr Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

CO1Y slonor 2&%, Tambahan Lembaran Negara Repubil

Indons w'z \Iomuz 357 )
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netapkan

6o Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penvelenggaraan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (Lembaran
Negard Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Penyeryrgaraan Pelavanan Terpadu Satu Piutu Daerah:

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tabun
2016 1enrang Perabentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

- MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Plitees 0 BIDANG PRLAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZH AN
hilPal oo KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
THEFADC SATU PINTU DAN TENAGA KIERJA.

- BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Supati im vang dimaksoed dengan

6.

10.

T Teknis adalah

o Jb
Daerah adalah Kabupaten Lumpung Berat;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
Bupati adalah Bupati Lainpung Barat;

Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat;

lzin adaiah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarican
Peraturan Daerah atau Peraturan Lainnya yang merupakan bukti Legalitas,
menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk
melakukan usaha atau kegiatan tertentu;

Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari
pemerintah kepada sescorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nonperizinan adalai Pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya
sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanarn
dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan nerundang-undangan.

Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap walktu.
prosedur, dan biaya pem jerian perizinan dan nonperizinan;

Penyelenggarann pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan
dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mutai dart tahap permechonan
sampal kelaliap werbitnya dolumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu
dan satu tempat;

.Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Peranglat Daerath pacda

Pemerintah Kabupaten Lanpung Barat;

boloneok kerja vang terdirt dar unsur-unsur Orgrunmas:

Perangkat Dacrah terk it vang mempunyal kewenangan untul memberikan
pelavas an perizinan,
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BAB 11
PELELEGASIAN KEWENANGAN
Pagsal 2
Bupall mendelegasilian kewenangan  Perizinan dan non perizinan kepada
Kepala dinas,

Kepala Dinas bertanggung jawab atas mndelﬁzgasian kewenangan perizinan dan
non perizinan sebagainy v dimaksud pada aval (1),

Jenis weweonnngan nwhzinan  dan non perizinan vang  didelegasikan
‘if’iwsfait‘ﬁf%%“:w fiisﬂ‘afzstii -ada ayar {1 lercamuum dalam lampiran dan
”'}”?2“%!;‘} i{‘NEEz§ 3;::-‘72,%;; wﬁa; f-;i €‘k i—er}-}s; grglxq\]! (:id.ig iJ(!I-:ql aran F%H]’)EHI ‘;I'H'.
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Pl SSANAAN KEWENANGAN

Soerdasarkan sendelegasian ewenangan %ebagazmana chimalksud dalam Pasal 2 avat
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penyelenganrean pélavanan Perizinan dan Nonperizinan oleh Dinas melipuin

a. Peneriman dan/aieu nenolakan berkas permohonan;

b, Penerbitan dokumen izin dan non izin;

oo Pengerelan gokioer Lin dagt von dzing dan ,
d. Pencabuwn dan pombaalan doliumen izin dan non izin.

Pasal 4

Dinas dalam menyeleiuparakan  pelayanan  Perizinan  dan  Nonperizingy
schagaiman dalam Passt U ayat {1} berkoordinasi dengan Organisast Perangkol
| racvah roviang,

Semua dokomen pecizinan Jdan non perizinan vang telah diterbitkan oleh Dinas.
cw‘r*mm shnn hepada wrpaed sast Perangkat Daerah terkalt sesual dengan urdsan
Hidang masing-masing,
Pasal &

Dalam Penvelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan, Dinas bertanggung jawab
secara admmnistrasi, sedangkan tangguug jawab teknis berada pada Organisasi
Perangkat Daerah teknis. ’

Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Nonperizinan
dilakukan dan menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah terkait,
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas dalam melaksannkan ﬁuga§i§§ %@rgmoznaﬁ pada Standar Pelayanan
Publik (8FP] dan Standar Operasional Prosedur (SOP} yang berlaku.
PP dan SBOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
BAB IV
TiM TEKNIS
' Pésal 7

Kepala L:m% dalam melaksanakan kewenangan sebagaimans dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dibantu oleh Tim Teknis.




{21 Tun Teknis schagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur
Organisasi Perangkat Daerah yvang mempunyai kewenangan dibidang Pelavanan
Perizinan dan Nonperizinan.

{3} Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayvat (2} terdivi dari pejabat/unsur dan
Organisasi Perangkat Daerah terkait yang mempunyai Kompetensi dan

s kemampuan sesuai dengan bidangnya.
(4} Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenarigan untuk
] memberikan saran/perumbangan dalam rangka memberi rekomendasi diterima
atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan dan non perizinan,
{5} Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8
{11 Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tekuis perizinan dan
nonperizinan vang el diterbitkan tetap menjadi kewenangan Organisasi
Perangkal Daorab sesual bidang Perisinan dan Nonperizinan masing-masing
’. ) Pembinaan dan pe NEIW: ity SECATa adininistrasi di Rines dilakukan oleh Kepaia
[imas.
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LAMPIRAN PERTURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : 2018

JENIS PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATL DIBIDANG
PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

JENIS PTLAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

URUSAN PIERTANIAN

[zin Usaha Obat Hewan

Izin Usaha Pelernakan

Izin Rumah Potong Hewan

nali oo

Izin Rumah Potong Unggas

URUSAN PERIKANAN

Surat Izin Usaha Perikanan

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

—

Iziu Linglkungan

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1zin Mendirikan Bangunan

Surat 1zin Usaha Jasa Kontruksi { SIUJK )

W bS] —

Izin Pemasangan Reklame {SIPR) .

URUSAN PARIWISATA

Tanda Daftar Pariwisata {TDUP)

URUSAN KOMUNIKAS! DAN INFORMAS!

: 1. | Izin Lokasi

Izin Menara Telekomunikas)

URUSAN PERTANAHAR

| URUSAN KESEHATAN

Surat l/m Rumah Sdl\]!

Surat lzin /\1)(m}<

o8 [\."a!;"-'

Suarat Izin Toko Obat

Surat [zin Klinik

Surat Izin Pendirian Omuikal
1

Surat [zin Pendirian Labovatorium Klinik

oo

| Surat izm Prakiik Dokler Ciigd

| Sertifikay Produaksi t’aman Industri Rumah Tangga

Suratl izin Q;w msu,rml luskesmas
Suratl Izin i)icli\“}\ )Qigh

Surat _I_/m Praletik Dokior Sy pesialis
ouitlzin Prakiik Apoteker

Surat lzin Pmkt k Tenaga Teknis Kelarmasian

Sural lzin Praktik vqu{

Surat Izin P aktlk BKlail

Surat Izin Praktik Perawal Gigi

Surat lzin PIcll&l!k Fisioleralis

Surat lzin tht;k Tenapa Gizi

URUSAN PERDAGANCGAN

fzin Usaha Pe xdagmgqn (SIJP)

amla l)allm Ierusahaan | TDP )

Tanda Daltar C u(lang (TDG)

Izin Usp! (Jko Mode m(ﬂ ”M)

Surat Jauda Pendaltaran Waralaba (STPW)

Surat izin Perdagangan Minuman Beralkohol ( SIUPMI3 ]

URUSAN PERINDUSTRIAN

Izin Usaha Industri (TUT)

{"Tanda Daltrar Incustri [TDI)
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